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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah di jelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, 

antara lain: 

Proses jual beli di situs belanja online memang biasanya mengikuti tahapan-

tahapan yang kamu sebutkan: penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. 

Tahap penawaran sering kali menjadi kunci karena di sinilah spesifikasi barang dan 

detail lainnya dijelaskan. Perbedaan dalam spesifikasi antara pelaku usaha dan 

konsumen bisa terjadi jika penjual tidak memberikan informasi yang cukup rinci 

tentang produk mereka. Untuk menghindari kebingungan atau ketidakselarasan, 

penting bagi penjual untuk mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap tentang 

produk mereka, termasuk ukuran, bahan, dan fitur lainnya. Sementara itu, konsumen 

sebaiknya memeriksa deskripsi produk dengan teliti sebelum melakukan pembelian dan 

tidak ragu untuk bertanya jika ada informasi yang kurang jelas. 

Dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha punya tanggung jawab untuk 

memastikan bahwasanya barang yang dijual selaras dengan perjanjian dan tidak 

merugikan konsumen. Jika terjadi kerugian akibat ketidakselarasan barang atau 

layanan, pelaku usaha biasanya diwajibkan untuk: 

1. Mengganti Kerugian: Pelaku usaha harus mengganti biaya yang dikeluarkan 

konsumen, termasuk ongkos kirim dan harga barang jika barang tersebut tidak 

selaras dengan yang dijanjikan atau mengalami kerusakan. 

2. Mengembalikan Barang: Konsumen bisa meminta pengembalian barang dan 

mendapatkan refund penuh atau penggantian barang dengan yang selaras. 

3. Menghubungi Pihak Ketiga: Jika transaksi dilakukan melalui platform pihak ketiga, 

seperti marketplace, pelaku usaha juga harus berkoordinasi dengan platform 

tersebut untuk menyelesaikan masalah. 

5.2. Saran  

Penegasan tentang proses pelaksanaan jual beli melalui e-commerce penting 

untuk memastikan perlindungan bagi konsumen dan menjaga integritas transaksi. 

Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk menegaskan proses tersebut: 

1. Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah dan lembaga terkait harus menetapkan 

regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan jual beli di platform e-commerce. Ini 
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termasuk aturan mengenai kewajiban penjual untuk mengirimkan barang yang telah 

dibeli dan hak konsumen dalam hal terjadi penipuan atau ketidakpastian. 

2. Sistem Verifikasi dan Keamanan: Platform e-commerce perlu memiliki sistem 

verifikasi yang ketat untuk penjual, serta mekanisme keamanan yang melindungi 

transaksi. Ini bisa termasuk verifikasi identitas penjual dan sistem penilaian yang 

transparan untuk memantau reputasi penjual. 

3. Perlindungan Konsumen: Konsumen wajib diberikan akses ke informasi yang jelas 

mengenai prosedur klaim dan pengembalian barang jika barang tidak dikirimkan 

atau tidak selaras dengan deskripsi. Hal ini dapat mencakup prosedur pengembalian 

dana dan mekanisme penyelesaian sengketa. 

4. Pendidikan dan Sosialisasi: Edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen serta 

penjual harus dilakukan secara berkala. Ini membantu kedua belah pihak 

memahami proses jual beli online dan bagaimana melindungi diri dari potensi 

penipuan. 

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penting untuk memiliki badan pengawas yang 

memantau dan menegakkan aturan yang ada. Penjual yang melanggar ketentuan 

harus menghadapi sanksi yang tegas untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. 

6. Pelaporan dan Resolusi Masalah: Platform e-commerce harus menyediakan saluran 

pelaporan yang mudah diakses bagi konsumen yang mengalami masalah. 

Penanganan keluhan dan penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cepat dan 

adil. 

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang 

aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. 

Blokir toko online bisa menjadi langkah efektif untuk memastikan kepatuhan 

dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Namun, sebelum melakukan 

pemblokiran, biasanya pemerintah atau otoritas terkait perlu melakukan beberapa 

langkah, seperti pemberitahuan resmi, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, dan 

penegakan hukum selaras dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga harus 

transparan dan adil untuk memastikan hak-hak semua pihak terjaga. 

  


